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ABSTRAK

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan
rekreasi. Pengelolaan dengan sistem zonasi ini terdiri dari zona inti, zona
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan. Pada Tanggal 4 Mei 2004,
dikeluarkan = Keputusan  Menteri ~ Kehutanan  (Kepmenhut)  Nomor
SK.134/MENHUT-1I/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung,
Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi
Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). Kepmenhut ini merupakan
penetapan sebuah manajemen pengelolaan suatu kawasan, yaitu merubah fungsi
pengelolaan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam menjadi satu
fungsi pengelolaan, yaitu Taman Nasional. Tujuan utama dari Taman Nasional
adalah dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dengan memperhatikan tiga
aspek pokok, yaitu; aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Namun, keluarnya SK
ini mendapatkan protes dari warga setempat dan Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) yang justru bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Kemudian para
pakar dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta juga melakukan hal serupa.

Kajian ini mengangkat kajian pokok sebagai topik kajian dan analisis,
yaitu pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan Gunung
Merapi menjadi Taman Nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, dimana sumber-sumber yang
penyusun gunakan adalah buku, Undang-undang, bahan pustaka, maupun media
masa yang yang punya relevansi dengan penelitian ini.

Dari pembahasan dan analisis, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa,
pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional melalui
Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-1I/2004 tidak didasarkan pada hasil
penelitian terpadu. Hal ini bertentangan dengan UU No.41 tahun 1999 tentang
kehutanan. Selain itu, juga tidak melibatkan masyarakat dan hal ini bertentangan
dengan UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian
dalam pembuatan zonasi TNGM juga tidak melibatkan masyarakat dan
menjadikan sebagian besar kawasan sebagai zona yang tidak boleh dimanfaatkan
‘oleh masyarakat yang sudah sejak lama menggantungkan hidup dengan mencari
rumput untuk pakan ternak. Disisi lain, diberikannya zona pemanfaatan pasir dan
jika dilihat secara keseluruhan, sebagian besar lokasi penambangan pasir tidak
masuk dalam zonasi TNGM padahal aktivitas penambangan pasir ini sudah
terbukti menimbulkan kerusakan dan hilangnya daerah resapan air yang dususul
dengan beberapa mata air berhenti mengalir. Dengan demikian TNGM merupakan
perantara (wasilah) munculnya kemadharatan karena hilangnya akses masyarakat
terhadap pemanfaatan sumber daya alam maupun dengan memberikan ruang
adanya kerusakan. Menimbulkan kemadharatan adalah haram hukumnya menurut
hukum Islam, dan jalan yang membawa kemadharatan juga haram hukumnya.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 4 Mei 2004 dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan
(Kepmenhut) Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok
Hutan Gunung Merapi Seluas + 6.410 (Enam Ribu Empat Ratus Sepuluh) Hektar,
Yang Terletak Di Kabupaten Magelang, Boyolali Dan Klaten, Provinsi Jawa
Tengah Dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi
Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM).

Kepmenhut ini merupakan penetapan sebuah manajemen pengelolaan
suatu kawasan, yaitu merubah fungsi pengelolaan Hutan Lindung, Cagar Alam
dan Taman Wisata Alam menjadi satu fungsi pengelolaan, yaitu Taman Nasional.
Isi pokoknya adalah sebagai berikut; perubahan fungsi kawasan hutan seluas +
6.410 Ha; Batas kawasan TNGM dan luasnya seperti tertera pada peta Kawasan
Hutan Negara, sedangkan batas dan luas tetapnya/definitifnya ditentukan
kemudian setelah diadakan penataan batas di lapangan; Kepala Badan Planologi
Kehutanan mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan; Direktur Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) mengatur pengelolaan TNGM
dan kolaborasi manajemen dengan melibatkan Perum Perhutani dan Pemerintah

Daerah. !

! Akhmad Dawam - Dishutbun DIY, Konservasi Kawasan Hutan Gunung Merapi dalam
Bentuk Taman Nasional, http://www.pemda-diy.go.id/berita/mod.php?mod=userpage&pageid=
1384&menu=, akses 26 Januari 2006.



Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai
ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan
penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan
rekreasi.” Pengelolaan dengan sistem zonasi ini terdiri dari zona inti, zona
pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.’

Taman Nasional mempunyai keunggulan dari kawasan konservasi
sumberdaya alam hayati* lainnya, yaitu :

1. Taman Nasional lebih menjamin keutuhan dan kelangsungan
proses secara alami,

2. Mampu menampung lebih dari satu ekosistem secara utuh,

3. Keadaan ekologis masih asli, dan

4. Model zonasi dapat menampung berbagai aspek kepentingan
berdasarkan kondisi wilayah seperti kepentingan rehabilitasi,
ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan kepentingan
lainn);a dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumberdaya
alam.

Disamping itu, dengan dibentuknya Taman Nasional:

1. Membawa perhatian nasional dan dunia akan kekhasan kawasan
Gunung Merapi, kawasan Gunung Merapi akan masuk daftar
Taman-Taman Nasional di seluruh dunia;

2. Meningkatkan kepariwisataan (ekowisata dan wisata minat
khusus) yang lebih berbasis kerakyatan melalui peran serta dan
pelaku usaha baik lokal, regional, nasional maupun internasional;
dan

2 Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya, Pasal 1 ayat (14).

3 Ibid,, Pasal 32.

4 Menurut Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya, kawasan konservasi terdiri atas Kawasan Suaka Alam (terdiri dari
Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan Kawasan Pelestarian Alam (terdiri dari Taman Nasional,
Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).

5 Koes Suparjadi, Gunung Merapi, Calon Taman Nasional Baru, http://www.dephut.go.id
/informasi/humas/2002/1000_02.htm, akses 10 maret 2006.



3. Peningkatan kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional
akan lebih bersifat multiuse kawasan Gunung Merapi yang
selar}jutnya akan meninngatkan perkonomian wilayah dan
kesejahteraan masyarakat.

Tujuan utama dari Taman Nasional adalah dalam rangka optimalisasi
sumber daya alam dengan memperhatikan tiga aspek pokok, yaitu; aspek
lingkungan, sosial dan ekonomi.”

Namun, keluarnya Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 ini
memunculkan reaksi dari masyarakat setempat yang membentuk Aliansi
Masyarakat Peduli Merapi-Merbabu, terdiri dari Sleman, Boyolali, Magelang,
Klaten dan Semarang. Reaksi tersebut dilakukan dengan mendatangi DPR dan
Departemen Kehutanan untuk menyampaikan penolakan terhadap pembentukan
Taman Nasinal Gunung Merapi-Merbabu.8 Dan yang menjadikan pembentukan
kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional ini lebih menarik adalah
penolakan juga dilakukan oleh beberapa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

yang justru bergerak dalam bidang lingkungan hidup serta para pakar kehutanan

dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

® Ibid.

7 Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Taman Nasional Gunung Merapi dan Polemik Yang
Terjadi Di Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten. www.pemda-diy. go.id/berita/mod.
php?mod=userpage&page_id=707&menu=, akses 8 Agustus 2005.

$ Penolakan tersebut juga dilakukan terhadap Kepmenhut Nomor SK.135/MENHUT-
11/2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung dan Taman Wisata
Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merbabu Seluas + 5.725 (Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh
Lima) Hektar, yang Terletak di Kabupaten Magelang, Semarang dan Boyolali Provinsi Jawa
Tengah menjadi Taman Nasional Gunung Merbabu. Lihat. Tolak Taman Nasional Merbabu-
Merapi Besok Ratusan Petani Datangi DPR dan Dephut, http://suaramerdeka.com/cybernews/
harian/ 0411/29/dar22.htm, akses 11 Agustus 2005.



Berangkat dari hal diatas, jelas perlu ada yang dikaji ulang mengenai
pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional terutama
proses keluarnya Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 dan zonasi
pengelolaannya. Menurut penyusun, proses keluarnya Kepmenhut ini harus sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian, zonasi
pengelolaannya juga harus bisa menjamin terlaksananya tujuan utama Taman
Nasional yaitu optimalisasi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan aspek
lingkungan, sosial dan ekonomi, serta demi kesejahteraan masyarakat karena
dalam al-Qur’an telah ditegaskan bahwa penciptaan alam semesta bukanlah untuk
tujuan yahg sia-sia. Dalam al-Qur’an Allah SWT berfirman;

O il Lagindlay Y1 g < palall Liidala

Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih lanjut

mengenai pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan latar ‘belakang di atas maka pokok masalah yang diangkat
adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembentukan kawasan hutan

Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok masalah diatas, tujuan kajian ini adalah untuk

® Ad-Dukhan (44) : 38.



mendeskripsikan dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang

pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

2. Kegunaan
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sebagai sumbangan bagi kelengkapan data dalam upaya pengkajian
selanjutnya yang berkaitan dengan Taman Nasional Gunung Merapi.
b. Untuk menambah khazanah keilmuan dan wawasan bagi penyusun

khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penyusun dari telaah pustaka yang dilakukan,
belum ditemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang judul dan
pokok permasalahan seperti yang penyusun tulis ini. Namun dengan segala
kemampuan yang penyusun miliki, penyusun mencoba menelaah dari berbagai
literatur yahg ada, sehingga akan memperjelas bahwa permasalahan ini layak
untuk diteliti lebih lanjut.

Dari beberapa literatur yang penyusun pelajari, ditemukan beberapa buku
tentang kawasan Gunung Merapi, antara lain; Lucas Sasongko Triyoga, Manusia
Jawa dan Gunung Merapi, Persepsi Dan Sistem Kepercaycmrz,10 yang di
dalamnya niengulas mengenai sistem pengetahuan lokal yang ada di lereng
Merapi, serta cara-cara mereka menggunakan pengetahuan tersebut untuk

menyesuaikan diri dan melangsungkan kehidupan. Kemudian, Handojo Adi

10 Lucas Sasongko Triyoga, Manusia jawa dan Gunung Merapi, Persepsi dan Sistem
Kepercayaan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991).



Pranowo, Manusia dan Hutan, Proses Perubahan Ekologi di Lereng Gunung
Merapi,'"! membahas pola hidup masyarakat sejak jaman dahulu sampai proses
pengukuhan kawasan hutan oleh pemerintah Hindia Belanda yang membawa
bengaruh terhadap pola hidup masyarakat serta tinjauan persepsi masyarakat
tentang lingkungan alam Gunung Merapi.

Beberapa skripsi yang membahas tentang kawasan Gunung Merapi, antara
lain; Sugoro Sutoyo; Persepsi Masyarakat Dukuh Kaliurang Timur Terhadap
Rencana Pengembangan Taman Nasional Gunung Merapi. 12 Penelitian yang
dilakukan pada bulan April-Juni 2003 ini membahasa tiga point pokok yaitu;
mengetahui persepsi masyarakat tentang kawasan Gunung Merapi; persepsi akan
dijadikannya kawasan Gunung Merapi menjadi taman Nasional; dan persepsi
tentang keterlibatan masyarakat berkaitan dengan rencana tersebut. Kemudian,
Ahmad Mujahidin, Interaksi Masyarakat Dengan Hutan Lindung: Tinjauan Aspek
Sosial Ekonomi (Studi Kasus Dusun Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi
Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).13 Penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi masyarakat di sekitar

Hutan Lindung Gunung Merapi, mengidentifikasi bentuk dan pola interaksi serta

" Handojo Adi Pranowo, Manusia dan Hutan, Proses Perubahan Ekologi di Lereng
Gunung Merapi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985).

12 Sugoro Sutoyo, Persepsi Masyarakat Dukuh Kaliurang Timur, Desa Hargobinangun
terhadap Hutan Merapi dan Prospek Pengembangannya”, Skripsi S-1 tidak dipublikasikan,
Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2003).

13 Ahmad Mujahidin, Interaksi Masyarakat dengan Hutan Lindung (Studi Kasus Dusun
Pelemsari di Lereng Selatan Gunung Merapi Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta), S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta

(2004).



ketergantungan masyarakat terhadap hutan, dan akhirnya menilai peran serta
masyarakat dalam pelestarian hutan.

Selain itu, juga terdapat beberapa skripsi yang khusus membahas
mengenai budaya labuhan Gunung Merapi, diantaranya; Ali Badrun; Tradisi
Labuhan Gunung Merapi Di Dusun Kinahrejo Desa Umbulharjo Kecamatan
Cangkringan Kabupaten Sleman (Tinjauan Dari Agama Islam)."* Dalam Skripsi
ini menjelaskan proses pelaksanaan Tradisi Labuhan Gunung Merapi. Kesimpulan
yang didapat adalah proses ini lebih banyak unsur kejawennya, sehingga tidak
sesuai dengan ajaran Islam. Ahmad Djaelani, Konsep Keselamatan Dalam Tradisi
Labuhan Gunung Merapi,”> dimana dalam skripsi menjelaskan beberapa falsafah
masyarakat dalam menghadapi bencana Gunung Merapi serta menjelaskan
makna-makna yang terkandung dari penggunaan simbol-simbol dalam proses
upacara tersebut. Arjuna Wiwaha, Etika Lingkungan Dalam Tradisi Labuhan
Gunung Merapi.'® Selain menjelaskan proses Labuhan, juga menjelaskan
hubungannya dengan etika lingkungan serta dampak yang terjadi apabila
masyarakat dalam memperlakukan alam dengan kearifan tradisional sudah mulai
tergeser sehubungan dengan perkembangan jaman dan juga apabila Taman

Nasional Gunung Merapi dibuat.

14 AYi Badrun, Tradisi Labuhan Gunung Merapi di Dusun Kinahrejo Desa Umbulharjo
Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Tinjauan dari Agama Islam), Skripsi S-1, Tidak
Dipublikasikan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyaarta (2000).

15 Ahmad Djaclani, Konsep Keselamatan dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi,
Skripsi S-1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Institut Agama Islam Negari Sunan Kalijaga
Yogyakarta (2001).

16 Arjuna Wiwaha, Etika Lingkungan dalam Tradisi Labuhan Gunung Merapi, Skripsi S-
1 tidak dipublikasikan, Fakultas Ushulludin Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta
(2004).



E. Kerangka Teoritik
Hukum Islam, sebagaimana agama Islam itu sendiri, adalah hukum yang
sempurna, dalam arti ia mengatur segenap aspek kehidupan manusia, baik dalam

hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan alam sekitarnya.
Dalam al-Qur’an, Allah SWT berfirman;
7 G 2Dl oS i 5 g Jlead aSule Cuadtl 5 oS oS3 el gl
Sebagai hukum yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan
manusia, hukum Islam adalah juga universal dan abadi. Ia dikatakan universal
dalam pengertian bahwa ia berlaku untuk semua masyarakat di berbagai belahan
penjuru dunia. Sedangkan dikatakan abadi dalam pengertian bahwa ia berlaku
untuk segala zaman dalam sejarah perjalanan peradaban manusia. Akan tetapi,
penting ditegaskan bahwa kesempurnaan hukum Islam ini tidak terletak pada
kenyataan bahwa ia mengatur secara rinci berbagai aspek kehidupan manusia,
melainkan justru terletak pada kenyataan bahwa ia memuat hanya aturan-aturan
pokok serta menyediakan ruang yang cukup luas bagi dinamika
pengembangannya sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan masyarakat.
Dengan demikian, untuk meminjam istilah dalam penjelasan umum UUD
1945.'% ketentuan-ketentuan hukum Islam pada dasarnya bersifat singkat dan
supel. Singkat, dalam arti bahwa ia hanya memuat aturan-aturan pokok; supel,
dalam arti menyediakan ruang yang cukup luas bagi dinamika pengembangannya

untuk menjawab realitas tantangan zaman dan perubahan sosial.

17" Al-Ma’idah (5) : 3

1% Penjelasan umum UUD 1945, angka IV.



Pada masa sekarang ini lingkungan dalam kondisi kritis dan Sumber Daya
Alam terancam punah karena penebangan pohon, pencemaran air dan sebagainya.
Krisis tersebut telah mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau dan terjadi
banjir di musim hujan yang menelan korban jiwa dan harta benda. Hal ini sebab
utamanya adalah minimnya pengetahuan tentang hutan, tanah dan air, serta karena
mental yang rakus, boros, tidak mengenal batas dan materialistis. Untuk
memperbaiki hal buruk tersebut, selain perlu diberikan pengertian tentang
wawasan hutan, tanah dan air secara memadai juga perlu pemahaman lebih baik
tentang ajaran Islam dalam bidang tersebut.”

Gambaran yang terdapat dalam al-Qur’an tentang penciptaan adalah bukan
untuk tujuan yang sia-sia. Karena penciptaan alam semesta bukan untuk tujuan
yang sia-sia itulah manusia dilarang untuk membuat kerusakan di bumi yang
mengandung arti keseimbangan. Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam
suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu apabila
terjadi suatu keadaan yang luar biasa. Keadaan luar biasa tersebut terjadi dalam
bentuk bencana alam yang berada diluar penguasaan manusia seperti gempa bumi.
Tetapi menurut al-Qur’an, kebanyakan bencana di planet bumi disebabkan oleh

perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab.20

19 Azyumardi Azra, “Kata Pengantar: Menuju Keserasian Wawasan Islam dan Alam”,
dalam Saryono, Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif Al-Qur’an, cet. ke-1
(Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm.xiii.

20 Amin Abdullah, “Pengembangan Moral Lingkungan dalam Perspektif Islam,” makalah
disampaikan pada Lokakarya Forum Komunikasi Lingkungan Hidup, diselenggarakan oleh Pusat
Penelitian IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kementrian Lingkungan Hidup, Yogyakarta,
17 Juni 2003, him.2-3.
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Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifah di
bumi. Kewajiban manusia sebagai khalifah dibumi adalah dengan menjaga dan
mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana
mestinya. Dalam hal ini kekhalifahan sebagai tugas dari Allah untuk mengurus
bumi harus dijalankan sesuai dengan kehendak penciptanya dan tujuan
penciptaannya.21 Dengan demikian setiap manusia mempunyai hubungan yang
erat dengan alam semesta dalam bhal mengurus, mengelola dan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada bumi.

Meskipun setiap orang mempunyai hubungan erat dengan alam beserta
isinya, dalam kehidupan bernegara, bumi, air dan kekayaan yang ada didalamnya
dikuasai oleh negara untuk dikelola sesuai dengan tujuan Negara. Disisi lain
sumber daya alam merupakan hajat hidup orang banyak. Hal ini berarti
penguasaan negara atas sumber daya alam harus digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakinuran rakyat. Disamping itu, kebijakan yang dituangkan dalam
peraturan hukum harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni membawa
kemaslahatan. Kemaslahatan hakiki yang ingin dicapai melalui hukum Islam
mengacu pada petrieliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa,
akal, keturunan dan harta. Hal ini dikarenakan dunia tempat manusia hidup

ditegakkan diatas pilar-pilar kehidupan kelima hal tersebut. Tanpa terpeliharanya

2! Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an , Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan
Masyarakat, cet. ke-25 (Bandung: Mizan, 2003), him.195.
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kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara
sempurna.”

Oleh karena itu, semua kebijakan harus bermuara pada tercapainya
kemaslahatan. Dan sebaliknya, semua kebijakan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi hajat hidup rakyat banyak, semestinya dapat dihindarkan. Sesuai
dengan kaidah Usiil al-Figh yang menyatakan:

2 ad il s e sl 2 il 6

Sikap antisipatif ditawarkan oleh kaidah ini, bagaimanapun juga mencegah
bahaya lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam hal ini ketika
kebijjakan yang ditujukan untuk mengambil manfaat namun disisi lain
menimbulkan kemadharatan, mestinya bisa dihindari. Dan apabila terdapat dua
bahaya yang saling bertentangan, maka haruslah diambil yang lebih ringan
dampak bahayanya. Sesuai dengan kaidah Usiil al-Figh yang menyatakan:

24 Loghdl ST | 5 yoin Lagalaef o g B dada (2 jlati 13

Dengan detikian negara selaku penguasa yang menetapkan sebuah
kebijakan hatus bisa memperhitungkan baik dan buruknya setiap kebijakan yang

diambil. Selain itu, kebijakan Negara juga harus dilakukan secara adil dan

transparan. Dalam al-Qur’an, Allah SWT berfirman;

22 Muhamad Abu Zahrah, Usil al-Figh, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk., cet. ke-8
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), him.549.

% yusuf al-Qardhawy, Islam Agama Ramah Lingkungan, alih bahasa Abdullah Hakam
Shah dkk., cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), him.55.

2 Ibid
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Ayat tersebut mengarahkan kepada para pemimpin dan penguasa agar
menjalankan amanat dan pemerintahan dengan adil. Karena jika amanat dan
keadilan diabaikan, maka sebuah negeri akan mengalami kehancuran.*

Meskipun setiap orang diwajibkan untuk taat dan setia terhadap pemimpin
yang berkuasa dalam menetapkan sebuah kebijakan, Islam memandang bahwa
penguasa bukanlah orang yang terlindung dari kesalahan, dia adalah manusia
biasa yang bisa salah dan bisa benar. Oleh sebab itu, kaum muslimin secara umum
berhak untuk mengoreksi kekeliruan dan meluruskan penyimpangannya.27

Dari uraian-uraian yang terdiri dari al-Qur’an, kaidah fighiyah, dan
pemikiran para intelektual, sekiranya sudah mencukupi untuk dijadikan sebagai
kerangka teoritik guna mendapatkan analisis terhadap pembentukan kawasan

hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Kajian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library resourch), yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa

2 An-Nisa’ (4) : 58.

2 yysuf al-Qardhawy, Figh Negara, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1 (Jakarta:
Robbani Press, 1997), him.6.

27 Ibid,, hlm.175.
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bahan-bahan kepustakaan,28 Antara lain; majalah, Buletin, Surat Kabar, Artikel,

kitab Undang-undang dan berbagai bentuk barang cetak lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Langkah-langkah yang meliputi
pengumpulan data, klasifikasi atau kategorisasi data, sistematisasi data,
pemaparan data, reinterpretasi data. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar
mendeskripsikan data, tetapi juga menganalisisnya untuk ~memperoleh
pemahaman yang bermakna tentang pandangan Islam seputar pembentukan

kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembahasan
mengenai pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional
menurut hukum Islam, digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan
mengumpulkan data dari sejumlah baban dokumen yang disusun secara logis.”’
Data yang dikumpulkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pembahasan

yang diteliti.

4. Tehnik Analisis Data
Analisis data yang penyusun gunakan adalah cara berfikir induktif, yaitu

analisis yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit,

2 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, cet ke-1, (Yogyakarta: Kurnia
Kalam Semesta, 2003), hlm.7.

2 Ibid, hlm.12.
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kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
kemudian untuk selanjutnya penyusun akan menggunakan cara berfikir deduktif,
yaitu analisis yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum, untuk
menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.*

Proses analisis data yang dilakukan dengan mendeskripsikan,
menggambarkan dan mempelajari dengan menggunakan cara berfikir di atas,
untuk selanjutnya ditempuh pola reflektif dalam penyimpulannya sehingga

diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

5. Pendekatan

Dalam pembahasan mengenai masalah pembentukan kawasan hutan
Gunung Merapi menjadi Taman Nasional, penyusun menggunakan pendekatan
normatif-yuridis yaitu, cara mendekati masalah yang diteliti boleh atau tidak

berdasarkan norma agama dan aturan hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab yang disusun secara
sistematis dan logis. Masing-masing bab terdiri dari sub-bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat uraian-uraian seputar
pertanggung jawaban ilmiah dari kajian dan penyusunan skripsi ini. Isinya
meliputi, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

30 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), II: 142.
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Bab kedua, menelusuri tinjauan umum konservasi Sumber Daya Alam.
Adapun aspek yang ditelusuri adalah pengertian dan landasan hukumnya, serta
Sumber Daya Alam dalam pandangan Islam.

Bab ketiga, menelusuri berbagai aspek yang berkenaan dengan
pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional. Aspek-
aspek yang ditelusuri meliputi gambaran umum kawasan hutan Gunung Merapi
dan pembentukannya menjadi Taman Nasional terutama dalam proses keluarnya
Kepmenhut Nomor SK.134/MENHUT-I1/2004 dan zonasi Taman Nasional
Gunung Merapi.

Bab keempat, membahas dan menganalisis pandangan hukum Islam
tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.
Pokok-pokok bahasan dan analisis meliputi penetapan hukum atas sumber daya
alam dan asas pelestariah alam.

Bab kelima adéiah penutup. Kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan
yang dilakukan dalath bab sebelumnya disajikan dalam bab ini. Bab ini diakhiri

dengan saran-saran yahg dipandang perlu dan relevan.






BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab-bab sebelumnya telah dicoba cermati pandangan hukum Islam
tentang pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional.
Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya tentang
pokok masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan kawasan
hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional tidak sesuai dengan hak kolektif
setiap manusia atas sumber daya alam. Selain itu, juga bertentangan dengan UU
No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No.23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini berkenaan dengan peran serta masyarakat
dan tata cara perubahan peruntukan dan fungsi hutan.

Kemudian, pembentukan kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman
Nasional dengan zonasi pengelolaannya akan menutup akses masyarakat sekitar
yang sejak lama mengandalkan hidup dengan mencari rumput dan hal ini
merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Disisi lain, zonasi TNGM
justru memberikan ruang adanya penambangan pasir yang telah terbukti
menimbulkan kerugian dan kerusakan. Oleh karena itu, maka pembentukan
kawasan hutan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional ini haram hukumnya

dalam Islam.

89
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B. Saran-Saran

Dari berbagai pandangan, wacana, dan temuan di peroleh sepanjang studi

ini, ada beberapa saran penting yang dipandang relevan untuk disampaikan

berkaitan dengan pandangan hukum Islam tentang pembantukan kawasan hutan

Gunung Merapi menjadi Taman Nasional dalam konteks kehidupan sosial dalam

politik di Indonesia, antara lain;

1.

Perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Merapi dari Hutan Lindung, Cagar
Alam dan Taman Wisata menjadi Taman Nasional melalui Kepmenhut
Nomor SK.134/MENHUT-II/2004 bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan. Oleh karena itu, perubahan fungsi kawasan hutan Gunung Merapi
menjadi Taman Nasional harus dipandang batal demi hukum.

Masyarakat sekitar Gunung Merapi sudah melakukan pengelolaan kawasan
Gunung Merapi secara turun temurun dan hal tersebut telah menjadi sumber
kehidupan masyarakat disana. Oleh sebab itu, dalam upaya konservasi sumber
daya alam kawasan Gunung Merapi, harus selalu melibatkan masyarakat
sekitar dalam setiap tahapannya demi tercapainya tujuan konservasi.

Oleh karena masyarakat Indonesia pada dasarnya merupakan masyarakat
religius, maka dalam gerakan dan kampanye pelestarian lingkungan hidup
pada umumnya dan pelestarian serta pemeliharaan sumberdaya alam pada
khususnya, perlu menggunakan pendekatan dan bahasa keagamaan untuk
mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, komunitas-komunitas peduli
lingkungan hidup, perlu melibatkan kalangan agamawan dalam kegiatan

mereka.
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